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Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga

Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga

Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga
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SURAT EDARAN
NOMOR: 3 /SE/Db/2023
TENTANG
PENCABUTAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA
NOMOR 03/SE/DB/2022 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
KENDARAAN BERDIMENSI LEBIH DAN/ATAU BERMUATAN LEBIH
(OVER DIMENSION-OVERLOAD/OD-OL) PADA PROYEK KONSTRUKSI
JALAN DAN JEMBATAN

A. UMUM

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Instruksi Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/IN/M /2022 tentang Larangan
Penggunaan Kendaraan Berdimensi Lebih dan/atau Bermuatan Lebih Pada
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang memiliki hierarki lebih tinggi dan
lingkup pengaturan yang sama, maka perlu menetapkan Surat Edaran
Direktur Jenderal Bina Marga tentang Pencabutan Surat Edaran Direktur
Jenderal Bina Marga Nomor 03/SE/Db/2022 tentang Pengawasan dan
Pengendalian Kendaraan Berdimensi Lebih dan/atau Bermuatan Lebih
(Over Dimension-Overload/OD-OL) Pada Proyek Konstruksi Jalan dan
Jembatan.

B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5025) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

TERKENDALI
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6841);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6841);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6122);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22
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Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6626);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6642);

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);

Keputusan Presiden Nomor 52 /TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian
dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di
Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.49 Tahun 2005 tentang
Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
11/PRT/M/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan
Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 600);
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
19/PRT/M /2011 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan
Kriteria Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 900);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
05/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Kelas Jalan
Berdasarkan Fungsi dan Intensitas Lalu Lintas Serta Daya Dukung
Menerima Muatan Sumbu Terberat dan Dimensi Kendaraan Bermotor
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 328);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di
Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1087);
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 473);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
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21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10
Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan
Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);

22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8
Tahun 2021 tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, dan Penilaian
Kegagalan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 285);

23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9
Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi
Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
3006);

24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10
Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajeman Keselamatan
Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);

25. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);

26. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2019 tentang
Pengawasan Terhadap Mobil Barang Atas Pelanggaran Muatan Lebih
(Over Loading) dan/atau Pelanggaran Ukuran Lebih (Over Dimension);

27.Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 11/SE/Db/2020
tentang Spesifikasi Umum Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Tol;

28. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2021
tentang Spesifikasi Umum 2018 Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan
Jembatan (Revisi 2).

MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai dasar pencabutan Surat Edaran
Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 03/SE/Db/2022 tentang Pengawasan
dan Pengendalian Kendaraan Berdimensi Lebih dan/atau Bermuatan Lebih
(Over Dimension-Overload/OD-OL) Pada Proyek Konstruksi Jalan dan
Jembatan.

Surat Edaran ini bertujuan untuk mencabut Surat Edaran Direktur
Jenderal Bina Marga Nomor 03/SE/Db/2022 tentang Pengawasan dan
Pengendalian Kendaraan Berdimensi Lebih dan/atau Bermuatan Lebih
(Over Dimension-Overload/OD-OL) Pada Proyek Konstruksi Jalan dan
Jembatan setelah diterbitkannya Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 02/IN/M/2022 tentang Larangan Penggunaan
Kendaraan Berdimensi Lebih dan/atau Bermuatan Lebih Pada
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

. RUANG LINGKUP

Lingkup Surat Edaran ini mencakup pencabutan Surat Edaran Direktur
Jenderal Bina Marga Nomor 03/SE/Db/2022 tentang Pengawasan dan
Pengendalian Kendaraan Berdimensi Lebih dan/atau Bermuatan Lebih
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(Over Dimension-Overload/OD-OL) Pada Proyek Konstruksi Jalan dan
Jembatan.

MATERI MUATAN

Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Direktur Jenderal
Bina Marga Nomor 03/SE/Db/2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian
Kendaraan Berdimensi Lebih dan/atau Bermuatan Lebih (Over Dimension-
Overload/OD-OL) Pada Proyek Konstruksi Jalan dan Jembatan dinyatakan
dicabut dan tidak berlaku.

PENUTUP
Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Tembusan:

1.

2.
3.
4

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

Ditetapkan di Jakarta

Pada : % Februari 2023
tanggal

DIREKTUR JENDERAL

BINA MARGA -~

Yudodluss

HEDY RAHADIAN
NIP. 19640314 199003 1 002
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